
BUPATI BIREUEN 
PROVINSI ACEH 

PERATURAN BUPATI BIREUEN 
NOMOR lo TAHUN 2022 

TENTANG 

MEKANISME DAN TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI BIREUEN, 

Menimbc1:ng: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk tert.ib 

administrasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bireuen 

dipandang perlu Mengatur Mekanisme dan Tata Cara 

Mengingat 

b. Pergeseran Anggaran; 

bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana climaksud 

dalam huruf a, perlu Menetapkan Peraturan Bupati ten tang 

Mekanism·e dan Tata Cara Pengeseran Anggaran; 

1. , Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nornor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang

Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 48 .Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bireuen clan Kabupaten Simeulut 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Norno 

75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negarn (Lembarun Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembo.ran Negara Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

4 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4633); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Penge1o1aan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Tahun 2005 Nomor 48 , Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
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Peratu ran Pemerintah Nomor 23 Ta hu n 2005 ten tang 

Pengelolaan Kcu angan Badan Layanan Umum; 

9. Peraturan Pcmerintah Nomor 12 Ta hun 2019 ten tang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Ta mbah an Lembaran 

Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6322); 

10. Pcraturan Menteri Dala m Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pcdoma n Teknis Pengelolaan Keu a ngan Daerah 

(Berita Nega ra Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupatcn Bireuen Tahun 2021 Nomor 92). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA 

PERGESERAN ANGGARAN. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen. 

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan 

Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten 

sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut 

Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara 

Pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati 

dengan Perangkat Dacrah Kabupaten. 

4. Bupati adalah Bupati Bireuen. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang se\anjutnya 

disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat 

Kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
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6 . Sekretaris Daerah adalah Sckreta ri s Daerah Kabupaten 

Bircuen. 

7. Anggaran Pendapatan dan Be!anja Kabupaten yang 

sclanjutnya dis ingkat APBK adalah rencana keuangan 

tahuna n Daerah yang ditetapkan dengan Qanun. 

8. Pergeseran Anggaran adalah pergescran yang jumlah total 

anggarannya sebelum dun sesudah pergeseran tetap 

sama. 

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA SKPK adalah 

dokumen yang memuat pendapatan clan belanja SKPK 

atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan 

Pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara 

umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 

anggaran oleh pengguna anggaran. 

10. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat 

Perubahan DPA SKPK adalah dokumen yang memuat 

perubahan pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen 

yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara 

umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 

perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 

11. Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk oleh Bupati dengan persetujuan bersama DPRK 

yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan 

kehidupan masyarakat Ka bupaten Bireuen. 

12. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya 

disingkat SKPK adalah unsur perangkat kabupaten pada 

Pemerintah Kabupaten Bireuen yang melaksanaka n 

Urusa n Pemerintahan daerah. 

13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 

pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 

untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPK yang 

dipimpinnya. 
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14 . Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanju tnya 

disingkat TAPK adalah tim yang bcrtugas menyiapkan dan 

melaksanakan kcbij akan Bupati da lam rangka 

penyusunan APBK dan tugas la innya . 

15. Pejabat Pengclola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah kcpala SKPK yang mempu nyai 

tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak 

sebagai bendahara umum daerah. 

16. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang 

bersumber dari penerimaan clan perkiraan arus kas keluar 

untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna 

mendanai pclaksanaan APBK dalam setiap periode. 

Pasal 2 

(1) Peraturan Bupati tentang Mekanisme dan Tata Cara 

Pergeseran Anggaran ini dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, 

an tar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar 

sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar 

objek, an tar rincian objek, sub rincian objek dan/ atau 

uraian sub rincian obyek. 

(3) Mekanisme dan Tata Cara Pergeseran Anggaran 

se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas: 

a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan 

APBK; dan 

b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan 

perubahan APBK. 

(4) Ketentuan mengenai Mekanisme clan Tata Cara Pergeseran 

Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat l3) tercantum 

dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 3 

Pei-aturan Bupati ini mula i berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pcngundangan Peratu ran. Bupti ini dengan penempatannya 

dalam Berila Daerah Kabupaten Bireuen. 

Diundangkan di Bireuen 

pada tanggal .~ januo.(·, 7,o'Z.7.-

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BIREUEN, 

Ditctapkan di Bireuen 

pada tanggal G. januan 7,oi:z, 

BUPATI BIREUEN, 

MUZAKKAR A. GANI: 

~ BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022 NOMOR f>~I 
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LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BIREUEN 

NOMOR (, TAHUN ?-02-'2... 

TENTANG MEKANISME DAN TATA 

CARA PERGESERAN ANGGARAN 

MEKANISME DAN TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN 

A. Pendahuluan 

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah serta untuk tertib administrasi Pengelolaan Keuangan 

Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, dengan ini diatur 

mengenai Mekanisme dan Tata Cara Pergeseran Anggaran sebagai berikut: 

1. Pcrgeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit 

organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan 

antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek, sub 

rincian objek dan/ atau uraian sub rincian obyek belanja. 

2. Pergeseran anggaran terdiri atas: 

a. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBK; dan 

b. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBK. 

3. Pcrgeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBK yaitu: 

a . Pergeseran antar organisasi; 

b. Pergeseran an tar unit organisasi; 

c. Pergeseran antar program; 

d. Pergeseran antar kegiatan; 

e. Pergeseran antar sub kegiatan; 

f. Pergeseran antar kelompok; clan 

g. Pergeseran antar jenis. 

4. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBK yaitu: 

a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran m1 

dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah; 

b. Pergeseran an tar rincian objek dalam objek yang sama. Pergeseran 

ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD; 

c. Pergeseran an tar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama. 
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Pergescran ini dapat dilakukan atas persctujuan PPKD; dan 

d. Perubahan atau pergescran atas uraian dari sub rincian objek 

dapat dilakukan atas pcrsctujuan Pcngguna J\nggaran. 

5. Pergeseran anggaran yang tidak mcnyebabkan perubahan APBK yang 

dilakukan sebelum pcrubahan J\PBK, dapat dilakukan tanpa 

melakukan perubahan Pcraturan Bupati tentang Penjabaran APBK 

terlebih dahulu. Pada saat Perubahan Qanun ten tang APBK dilakukan, 

pergeseran anggaran tcrsebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati 

tcntang Penjabaran APBK. 

6 . Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBK yang 

dilakukan setelah perubahan APBK ditampung dalam Laporan 

Realisasi Anggaran dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK. 

7. Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA

SKPK. 

8. Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan 

perubahan APBK dapat dilakukan sebelum Perubahan Qanun tentang 

APBK melalui perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

APBK dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRK. Kondisi tertentu 

tersebut dapat dapat dilakukan dalam kondisi mendesak atau 

perubahan prioritas pembangunan baik ditingkat nasional atau 

daerah. 

9 . Jika pergeseran terse but dilakukan sebelum perubahan APBK, 

pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Qanun tentang 

Perubahan APBK. Dalam hal pergeseran tersebut dilakukan setelah 

perubahan APBK, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran 

dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran APBK. 

10. Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA

SKPK. 

11. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBK mengikuti 

ketentuan mekanisme perubahan APBK. 

12. Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas. 
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B. Pergeseran Anggaran yang Menyebabknn Perubahan APBK 

Pergescran anggarnn yang mcnyebabkan perubahan APBK dapat 

dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar 

kegiatan, antar sub kegiatan, antar kclompok belanja, dan antar jenis 
belanja. 

Tugas Pihak Terkait: 

1) Dalam kegiatan ini, SKPK memiliki lugas sebagai berikut: 

a) mcngajukan usulan pergescran anggaran mendahului penetapan 

Perubahan APBK kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku 
Ketua TAPK; 

b) mengikuti pembahasan usulan pergeseran anggaran mendahului 

penetapan Perubahan APBK yang dilaksanakan oleh TAPK; 

c) mengikuti pembahasan terhadap usulan pcrgeseran anggaran 

mendahului penetapan Perubahan APBK yang dilaksanakan oleh 

Badan Anggaran DPRK; dan 

d) menyusun Perubahan DPA-SKPK. 

2) Dalam kegiatan ini, TAPK memiliki tugas sebagai berikut: 

a) meneliti dan mengkaji usulan Pergeseran Antar Organisasi, 

antar Program, antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, antar 

Kelompok Belanja, antar Jenis Belanja yang tercantum dalam DPA

SKPK yang diajukan oleh Kepala SKPK; 

b) melakukan pembahasan rancangan serta menerbitkan surat 

persetujuan terhadap pembahasan usulan pergeseran anggaran 

yang diajukan oleh Kepala SKPK; 

c) melaksanakan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran 

mendahului penetapan Perubahan APBK yang dilaksanakan oleh 

Badan Anggaran DPRK; dan 

d) menampung, meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran 

yang diajukan oleh Kepala SKPK untuk ditampung lebih lanjut 

dalarn Perubahan Qanun tentang APBK. 

3) Dalam kegiatan ini, PPKD rnemiliki tugas sebagai berikut: 

a) rnenerima hasil pembahasan TAPK terhadap pergeseran anggaran 

untuk ditampung ke dalarn rancangan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Penjabaran APBK; 
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b) m enyclcnggarakan ad m in istrasi pclaksa naa.n pcrgeseran 
a n ggaran; 

c) mcnyiaplrn.n rancangan Pcraturan Bupati tcntang Perubahan 

Penjabaran APBK; 

d) m enyia pka n su rat Bupati ke pad a DPRK tcntang pcngajuan 

pcrgescra n a nggaran mcndahulu i penctapa n Perubahan APBK; 
dan 

e) mengcsahkan Pcrubahan DPA-SKPK. 

4) Dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah memiliki tugas sebagai berikut: 

a) mcmberikan pertimbangan terhadap usulan pergeseran anggaran 

mendahului penetapan Perubahan APBK yang diajukan oleh 

Kepala SKPK; 

b) memimpin TAPK dalam pembahasan pergeseran anggaran 

mendahului penetapan Perubahan APBK bersama Badan Anggaran 

DPRK; dan 

c) menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Penjabaran APBK kepada Bupati untuk 

di tandatangani; 

d) menyetujui Perubahan DPA SKPK. 

5) Dalam kegiatan ini, Bu pati memiliki tugas sebagai berikut: 

a) menyampaikan surat tertulis kepada Pimpinan DPRK terhadap 

usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan 

APBK; dan 

b) mengotorisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Penjabaran APBK menjadi Peraturan Bupati yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran. 

C. Pergeseran Anggaran yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBK 

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBK dapat 

dilakukan antar objek belanja, antar rincian objek, dan sub rincian objek 

serta pergeseran atas uraian dari sub rincianobjek. 

Tugas Pihak Terkait: 

1) Dalam kegiatan ini, SKPK memiliki tugas sebagai berikut: 

a) mengajukan usulan pergeseran anggaran antar obyek, rmc1a1 

obyek, sub rincian obyek dan uraian belanja pada kegiatan dan su 
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kegia tan yang sama kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 
selaku Kctua TAPK-, 

b) mcngikuti pcmbahasan usulan pcrgcseran anggaran antar obyek, 

rincian obyek, sub rincian obyck dan uraian belanja pada kegiatan 

dan sub kegiata n yang sama dan rancangan Perubahan DPA-SKPK 
yang dilaksanakan oleh TAPK· 

' 
c) menerbitkan keputusan kepala SKPK tentang perubahan uraian 

yang tercantum dalam rincian obyek belanja setelah memperoleh 
persetujuan TAPK; 

d) menyusun Perubahan DPA-SKPK; dan 

e) mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka 

efektivitas dan efisiensi untuk ditampung lebih lanjut dalam 

usulan pergeseran anggaran. 

2) Dalam kegiatan ini, TAPK memiliki tugas sebagai berikut: 

a) meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran antar obyek, 

rincian obyek, sub rincian obyek dan uraian belanja pada sub 

kegiatan yang sama yang diajukan oleh Kepala SKPK; dan 

b) melakukan pembahasan usulan pergeseran anggaran antar obyek, 

rincian obyek, sub rincian obyek dan uraian belanja pada kegiatan 

dan sub kegiatan yang sama yang tercantum dalam DPA-SKPK 

yang diajukan oleh Kepala SKPK. 

3) Dalam kegiatan ini, PPKD memiliki tugas sebagai berikut: 

a) menerima hasil pembahasan TAPK terhadap pergeseran anggaran 

antar obyek, rincian obyek, sub rincian obyek dan uraian belanja 

dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan dan sub kegiatan 

yang sama; 

b) menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran 

anggaran; 

c) menerbitkan keputusan pergeseran anggaran antar rincian obyeH 

belanja dalam obyek belanja belanja berkenaan pada kegiatan dar 

sub kegiatan yang sama; dan 

d) m engesahkan Perubahan DPA-SKPK. 
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4 l Dalam kegiatan ini, Sekretari s Daerah mcmiliki tugas sebagai berikut: 

a) memberikan pertimbangan terhadap usulan pergeseran anggaran 

antar obyck, rincian obyek, sub rincian obyek clan uraian bclanja 

yang tercantum dalam DPA-SKPK yang diajukan oleh Kepala SKPK; 

b) memberikan persetujuan pergescran anggaran an tar obyek, rincian 

obyek, sub rincian obyek dan uraian belanja dalam jenis belanja 

berkenaan pada kegiatan clan sub kcgiatan yang sama; dan 

c) menerbitkan Keputusan Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja 

dalam J enis Belanja pada kegiatan clan sub kegiatan yang sama 

berdasarkan hasil pembahasan TAPK. 

D. Langkah-Langkah Teknis Pelaksanaan Pergeseran Anggaran 

1) Penyusunan usulan pergeseran anggaran. 

a) kepala SKPK mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan 

serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan 

pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Bireuen terhadap 

program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi bidang tugasnya; 

b) kepala SKPK mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada 

Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK disertai ala san dan/ atau 

pertimbangan yang mendukung dan menguatkan sebagai 

kelengkapan rancangan perubahan DPA-SKPK; dan 

c) PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran yang disetujui 

Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK guna dibahas lebih lanjut 

oleh TAPK. 

2) Pembahasan usulan pergeseran anggaran: 

a) TAPK melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran 

anggaran sesuai petunjuk atau arahan Sekretaris Daerah selaku 

Ketua TAPK; 

b) TAPK mengidentifikasi perubahan Qamm tentang APBK yang 

diperlukan jika pergeseran anggaran mengubah Qanun tentang 

APBK; dan 

c) TAPK memberikan persetujuan jika pergeseran anggaran tidak 

menguba h Qanun tentang APBK. 
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3) Pcncrbitan pcrsctujuan pcrgese ran anggaran: 

a) Sekrctaris Dnc rah bcrdasarkan hasil pe mbahasan TAPK terhadap 

u sulan pcrgeseran a nggaran antar obyck menerbitkan Surat 

Kcputusan ten lang Persetujuan Pergcscran Anggaran a n tar obyek 

belanja dalam jenis belanja pada kegiatan dan sub kegiatan yang 

sama, serta membcrikan perse tujuan terhadap perubahan DPA
SKPK; 

b) PPKD berdasarkan has il pcmbahasan TAPK terhadap usulan 

pergeseran anggaran anta r rincian obyek clan antar sub rincian 

objek pada Kegiatan clan Sub Kegia tan yang sama dan menerbitkan 

Surat Keputusan tentang Pcrsetujuan Pergeseran Anggaran yang 

menjadi kewenangannya, serta mengesahkan Perubahan DPA

SKPK; dan 

c) Kepala SKPK berdasarkan hasil pembahasan TAPK menerbitkan 

Surat Persetujuan terhadap usulan perubahan uraian belanja sub 

rincian obyek pada Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sarna. 

E. Pengajuan Usulan Pergeseran Anggaran Mendahului Penetapan 

Perubahan Qanun tentang APBK dengan Perubahan Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran APBK 

Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkar 

perubahan APBK dapat dilakukan sebelum perubahan APBK melalu 

ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada pirnpinan DPRK. Kondh; 

tertentu tersebut dapat berupa adanya keperluan mendesak a tau kondi: 

mendesak a tau perubahan prioritas pembangunan baik di tingki 

nasional atau daerah. 

Kondisi mendesak atau keperluan mendesak meliputi: 

1) kebutuhan daerah dalarn rangka pelayanan dasar masyarakat ya 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berj alan; 

2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan b elanja yang bersifat wajib 

a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja ye 

dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan a 

pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperh 

setiap bulan dalam tahun angga ran berkenaan, seperti: (1) bel~ 

pegawa1 antara lain untuk pernbayaran kekurangan 
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tunja n gan ; da n be la nja barang da n jasa a nta ra la in untuk 

pembayaran tclepon, a ir , lis rik da n internet. 

b) Belanja daerah yang bersifa t wajib merupakan belanja untuk 

terj amin nya kelangsungan pemenuhan pendan aan pelayanan dasar 

masyarakat antara lain pendidika n , kcsehatan, melaksanakan 

kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok 

pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban 

lainnya sesuai den gan kctcntuan pcraturan perundang-undangan. 

3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 

perundang-undangan; dan/ atau 

4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 

Langkah Teknis Pengajuan Usulan Pergeseran Anggaran Mendahului 

Penetapan Perubahan APBK dengan Perubahan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran APBK, sebagai berikut: 

1) PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPK terhadap usulan 

pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK, 

menyiapkan surat Bupati yang ditujukan kepada Pimpinan DPRK; 

2) Badan Anggaran DPRK menerima usulan pergeseran anggaran 

mendahului penetapan Perubahan APBK sesuai mekanisme yang 

berlaku di DPRK. 

F. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran 

APBK mendahului Perubahan Qanun tentang APBK 

1) PPKD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Penjabaran APBK; dan 

2) Bupati berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah selaku Ketua 

TAPK, mengotorisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Penjabaran APBK menjadi Peraturan Bupati. 

G. Penerbitan Perubahan DPA-SKPK 

1) Kepala SKPK menandatangani Perubahan DPA-SKPK untuk disahkar 

oleh PPKD dan memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah; 

2) pengesahan Perubahan DPA-SKPK oleh PPKD clan persetujua~ 

Sekretaris Daerah terhadap Perubahan DPA-SKPK dapat dilaksanaka 
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sejalan dengan penerbitan Surat Persetujuan terhadap pergeseran 
anggaran; dan 

3) Peubahan DPA-SKPK yang tclah disahkan oleh PPKD disampaikan 

kepada Kepala SKPK, Satuan Kerja Pengawasan Daerah/ APIP, dan 

BPK serta fungsi tcrkait lainnya. 

H. Penerbitan Keputusan Kepala SKPK tentang Perubahan Uraian yang 

Tercantum dalam Sub Rincian Obyck pada DPA-SKPK: 

1) Kepala SKPK berdasarkan surat persetujuan TAPK menyangkut 

perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada 

DPA-SKPK, menerbitkan Keputusan Kcpala SKPK tentang perubahan 

uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPK; 

dan 

2) Keputusan Kepala SKPK tentang perubahan uraian yang tercantum 

dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPK merupakan lampiran 

yang tidak terpisahkan dari DPA-SKPK, yang disampaikan lebih lanjut 

kepada Satuan Kerja Pengawasan Daerah, Bappeda, PPKD serta fungsi 

terkait lainnya. 

I. Format Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran: 

Dokumen yang dipergunakan dalam mekanisme dan tata cara pergeseran 

anggaran meliputi: 

1) surat usulan kepala SKPK terhadap pergeseran anggaran mendahului 

penetapan Perubahan APBK kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 

selaku Ketua TAPK; 

2) surat usulan kepala SKPK terhadap pergeseran anggaran antar obyek 

belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Kegiatan dan Sub 

Kegiatan yang sama kepada Sekretaris Daerah; 

3) surat usulan kepala SKPK terhadap pergeseran anggaran antar rincian 

obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada Kegiatan dan Sub 

Kegiatan yang sama kepada PPKD; 

4) surat usulan kepala SKPK terhadap perubahan uraian yang tercantum 

dalam sub rincian obyek belanja pada DPA-SKPK yang memerlukan 

persetujuan pejabat berwenang; 
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5) kcpuluso.n sckrcla ris daerah selnku Kctua TAPK terhadap pt:rsetujuan 

pcrgcscran anggaran antar obyck bclanja dalam jenis belanja 

bcrkenaan pada Kegiatan dan Sub Kcgiatan yang sama; 

6) keputusan kepala SKPKD sclaku PPKD terhadap persetujuan 

pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja clan Sub rincian 

obyek dalam obyek belanja berkenaan pada Kegiatan dan sub Kegiatan 

yang sama; 

7) keputusan kepala SKPK tcntang perubahan uraian yang tercantum 

dalam rincian obyek belanja; 

8) persetujuan TAPK terhadap usulan perubahan uraian yang tercantum 

dalam sub rincian obyek belanja pada DPA-SKPK; dan 

9) surat usulan Bupati terhadap pengajuan pergeseran anggaran 

mendahului penetapan Perubahan APBK. 

\ BUPATI BIREUEN, j 
~~ -

tUZAKKAR A. GANI 
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LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BIREUEN 

NOMOR '- TAHUN J.01:2. 

TA HU N TENT ANG 

M EKANISME DAN TATA CARA 

PERGESERAN ANGGARAN 

A. Format Keputusan I<epala SKPK 

PEMERINTAH KABUPJ\TEN I3IREUEN 

KOPSKPK 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN/ ...... . 

NOMOR ........ . 

TENTANG 

PERUBAHAN URAIAN SUB RINCIAN OBYEK BELANJA PADA KEGIATAN ..... . 

Menimbang 

Mengingat 

SUB KEGIATAN ...... DINAS/BADAN/ ..... . 

KEPALA DINAS/BADAN/SEKRETARIAT/ ...... , 

a. bahwa terdapat perubahan kebutuhan anggaran belanja 

pada Dinas/Badan/Sekretariat .... Kabupaten Bireuen 

.. ..... tahun anggaran 202x, maka DPA-SKPK Nomor ....... . 

pad a Kegiatan . . . . . . . Sub Kegiatan . . . . . . . . . . . sudah tidak 

sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan keputusan Rapat TAPK tanggal ..... . 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a clan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Kepala Dinas/Badan/Sekrctariat .. . . Kabupaten Bireuen 

,,,,,,, tentang Penetapan Perubahan Uraian yang 

tercantum dalam Sub Rincian Objek Belanja pada DPA

SKPK Dinas/Badan/Sekretariat ... . Kabupaten Bireuen; 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten 

Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang

Undang Nomor 8 Tahun 2000; 
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2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh· 
' 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah scbagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

4 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

6 . Qanun Kabupaten Bireuen Nomor ... Tahun ... tentang 

Anggaran Pendapatan clan Belanja Kabupaten Tahun 

Anggaran 202x (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen 

....... ...... ); 
7 . Peraturan Bupati Bireuen Nomor ... Tahun 202x tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 

Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 202x (Berita Daerah 

....... Tahun ... Nomor ... ); 
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Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan Keputusan Kepala Dinas/Badan/ Sekretariat 

....... Kabupatcn Bireucn Nomor ......... tentang Perubahan 

Uraian Belanja yang tcrcantum dalam Sub Rincian Objek 

Belanja Pada DPA-SKPK Dinas/Badan/Sekretariat.. .. 

Kabupalen Bircuen, 

Beberapa Uraiun dalam DPA-SKPK Norn or .. .. . ... pada 

Kegiatan ............ Sub Kegiatan ................ , diubah 

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

Keputusan ini rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari DPA-

SKPK Nomor ........ . 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 202x 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ......... 202x 

Ditetapkan di Bireuen pada 

tanggal ......... 202x 

Kepala Dinas/Badan/ ...... , 

Keputusan ini disampaikan kepada: 

1. Bupati Bireuen sebagai laporan 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen 

3. Inspektur Kabupaten Bireuen 

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen 

5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen 
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B. Format Keputusa n Kepala BPKD 

PEMERINTAH KAl3UPATEN BlREUEN 

KOPBPKO 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

NOMOR ...... ... ..... .. .. . 

TENTANG 

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK DAN 

ANTAR SUB RINCIAN OBJEK PADA SUB KEGIATAN ...... DINAS/BADAN/ ...... 

Menimbang 

Mengingat 

KEPALA BADAN PENGELOLMN KEUANGAN DAERAH, 

a. bahwa terdapat perubahan kebutuhan anggaran belanja 

pada Dinas/Badan/Sekretariat .... Kabupaten Bireuen 

Tahun Anggaran 202x, maka DPA-SKPK Norn or ........ pada 

Kegiatan ..... Sub Kegiatan ........... sudah tidak sesuai lagi 

dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan hasil Rapat TAPK tanggal .. .... telah 

menyetujui pergeseran anggaran antar rincian/ sub 

rincian obyek belanja pada kegiatan/sub kegiatan yang 

sama; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tentang 

persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek dan 

antar sub rincian objek pada Kegiatan ....... Sub Kegia tan 

...... dinas/badan/ ...... 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten 

Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang

Undang Nomor 8 Tahun 2000; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh; 
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Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

3 · Undang-Unda ng Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pcmcrintahan Dacrah scbagaimana tclah diubah 

bcbcrapa kali lcrakhir dcngan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tcntang Cipta Kerja; 

4 . Peraturan Pcmerintah Nornor 12 Tahun 2019 ten tang 

Pcngelolaan Kcuangan Dacrah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengclolaan Keuangan Daerah; 

6. Qanun Ka bu paten Bircucn Norn or ... Tahun ... ten tang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 

Anggaran 202x (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen 

............. ). 
7 • Peraturan Bupati Bireuen Nomor ... Tahun ..... ten tang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 

Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 202x (Berita Daerah 

....... Tahun ... Nomor ... ); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Ka bu paten Bireuen Norn or ......... ten tang persetujuan 

pergeseran anggaran antar rincian obyek dan antar sub 

rincian objek pada Kegiatan . .. .. . .. .. Sub Kegiatan 

dinas/badan/ .... . . 

Rincian Obyek/Sub Rincian Obyek Belanja dalam DPA-SKPK 

Nomor ........ pada Kegiatan ............ dan Sub Kegiatan ....... , 

dilakukan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum 

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan ini. 

Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari DPA-

SKPK Nomor ....... .. 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Kabupaten Tahun Anggaran ..... 
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c. Format Kcputusan Sekretaris Daerah 

PEMERJNTAH K 
ABUPATEN IlIREUEN 

KOP SEKRETAR[AT DAERAH 

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN 

NOMOR ..... . .. . 

TENTANG 

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA DALAM 

JENIS BELANJA YANG SAMA PADA KEGIATAN ..... 

Menimbang 

Mengingat 

SUB KEGIATAN ...... DINAS/BADAN/ .. .... 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN, 

a. bahwa terdapat perubahan kcbutuhan anggaran belanja 

pada Dinas/Badan/Sekretariat ... . Kabupaten Bireuen 

· • · • • • • Tahun Anggaran 202x, maka DPA-SKPK Nomor ... .... . 

pada Kegiatan .......... dan Sub Kegiatan .......... . sudah 

tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu 

diubah; 

b . bahwa berdasarkan basil Rapat TAPK tanggal ...... telah 

menyetujui pergeseran anggaran antar rincian/ sub 

rincian obyek belanja pada kegiatan/ sub kegiatan yang 

sama; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen tentang 

persetujuan pergeseran anggaran antar objek Belanja 

dalam Jenis Belanja yang sama pada Kegiatan ..... . Sub 

Kegiatan .... .. dinas/badan/ ..... . 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten 

Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang

Undang Nomor 8 Tahun 2000; 
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Menctapkan 

I ESATU 

l' EDUA 

KETIGA 

2. Undang-Undang N omor 
Pemerintahan Aceh· , 

11 Tahun 2006 tentang 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang omor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

4 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

6. Qanun Ka bu paten Bireuen Nomor ... Tahun ... ten tang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 

Anggaran 202x; 

7. Peraturan Bupati Bireuen Nomor ... Tahun ... . . tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 

Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 202x (Serita Daerah 

....... Tahun ... omor ... ); 

ME UTUSKA : 

Menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten 

Bireuen omor .. .. .. ... ten tang persetujuan pergeseran 

anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama 

pada Kegiatan .. .. .. ... .. Sub Kegiatan ........... . 

dinas/badan/ ..... . 

Ob) ek Belanja dalam DPA-SKPK omor ........ pada Kegiatan 

............ dan Sub Kegiatan ....... , dilakukan Pergeseran 

Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari DPA-

SKPK omor ..... .. .. 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Kabupaten Tahun Anggaran ..... . 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 
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Diteta pkan di Bircuen 

pad a tanggal ...... .. . 

Sekrctaris Daerah , 

··················· ·· ·· ············· ·· 

J{eputusan ini disampaikan kepada: 

1. Bupati Bireuen sebagai laporan 

2. Inspektur Kabupaten Bireuen 

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen 

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dacrah Kabupaten Bireuen. 
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D. Format Lrunpiran Persetujuan Perubahan Uraian Sub Rincian Obyek B c lanja 

-r ---· - ·-
- __. ..... ---------- -··-· 

LAMPlRAN PERSETUJUAN PERUBAHAN URAIAN DPA-SKPK 
NOl'vlOR\ 

I TAN.GCAL 
· i · ·-- ·1 i 

No. IKodc Rckening Urai.an scbclu.m pergeseran 
Harga 

Jumlah Saluan I Saluan 
Tot:il 

Kode Rckcning Uraian selclah pergese.ran 
- {Rp) - , • -·· (Rj,) 

CONTOH: 
- . _ _IDinas,IBadan,tSckretariat ...... .. .. . 

- ·-• •- --··--

L ·-· --··-·-- -1s9-:-ooo.ooo 
- J _____ -_ --------1- -·- --- --- - .. .l. -- ~ • - - - -

I 

_, DinasfBadanfSekretariat .......... . 

_ 1 !(K~de Sub- l<egJ- 1sub.Keginta11............. -~~- , _ .. ..:.±- ~'!!!_.00!!~ ~~ode Sub keg.) - "sj~I_9:gi_afmL .. -, ..•. , •• 
I 

(Kade Obye~ __ IB~LANJA BARANG DAN JAS~ -- _ _ J___ . 189_:~0.E.~ .. J ~ode Ob!l_ek )_ 

I --· - ·-- -

BE!,~J~ ~~G-DAN JAS_!. 

---- • - f _ •.. - ·- - - - ·----- __ _ I_ 189.000.000 j(Kode n·11cia11) 

I 
(Kade ri11_ci'!'.!J =..._ IBeianj a Bahan Pakai Ha b is 

I - . --
.~elanja Bahan Pak~ Ha~~ ___ _ 

(Kode Sub rirzcian) ,B~lanja ATK 
___ Kertas HVS 70 gn11 

- Tinta Laser Jet 

189.000.000 (Kode Sub ri11cit111) Belanja A TI< 
2.010 bualr 75.000 150.750.000 Kertas HVS 80 gn11 

510 bualr 75,000 38.250.000 To11er laser jet.._. 

I • -

I i 
- -·-J ··-----,-· I - -----·--· 1----l - - -
----!------- ·-·-·· ·--- ---+-- -·-. ·- - ·- --1-----------
·----,---------·-·--· -· .. ·- --l---- 1-----·- I -- -r----

·-----1 -+---- ---1- ----1- - - ··----1 . -
---- -·- ••------- --•---r-•-1- ~--•-- i -r-

-·--·-- _, 
1

1 I 
I I 

------ -- - .c•-- -·, 

I . ; ! 
- · ---·--·----~-----------------1 

.. •-·-1·-. ·---·- - - ·- -: 

I 
I -----· ·-- 1 --· - . 

~-~ 
I __ !_ 

I 

I I ·- -- --·- -1-~-- ---· - ··- - ·- . . ·--·•-· -

---· i-···- -- . t 
1 I 

- -· ! 

l 
-t- -

j-·-
L 
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Jumlah Saluan I Harga Saluan 

(Rp) 

Total 

(Rp) 

2.010 bual, 
5l0 buali 

189.000.000 

I -- - . -189.000.000 

. - -··- _.,_ i 59.000.000 -

189.000.000 

1S9.000.000 
75.000 1150.750.000 
75.000 38250.000 

----1------
--·---•-- --·-- --

Kepala Dinas/Badan/SekretuiaL, 

----

Pembina ···-·········-················ 

NIP. ··············- ······-······· 

~\ 
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E. Format Lampiran Persetujuan Pergeseran antar Rincian Obyek Dal.am Obyek Belanja atau Sub Rincian Obyek Dalam Rinci.an Obyek Belanja 

i --·- I 

I - - -:-·-- -

LAMP!R~ f_E'.RSE]!JJ-i:,JAN REVI_SI DPA-S~K _ 
NOMOR - .. -- ----·- - - -
TANGGAL ----- -- -· ------
' 

- -----, 

No. IKode Rekening Uraian scbelum pergcscran Jumfah Satuan 
Harga 
Satuan I Total jKode Reke.~in; - .. 

{Rp) - (RpJ- -- - - . 
Uraian setelah pergescra.n Jumlah Sa tu.an I Harga Satuan 

{Rp) 

Total 

(Rp)-

Di nas/Badan/Sekrctariat ......... ::·~=-·=:-· 
,_ 

_ 11(Kode Sub kei) - iSub.KegiatmL............ ··- .• ,_ 

1--- •-- ------ ----
~K_o_!e <_;Jbyekj _ BELANJA BARANG DAN JASA - ------ ---•--·-

-- ··-• a<ode ri1u:ia11> Beiaii1a Dahan Pakai Habis ··- •··-
1--1 -----

- ~ t(Kode Sub ri11cim1)1Belanja Pengadaan VandelfPlakat 
Ra11sel Sosialisasi Museum ,2.010 -- - -- -- -· ---·- -- -- ·- - --- -·-Tas BeI'!jar Bersn_ma di Muse,m.!_ __ ._ 510 

------ -- -- --·-- -·- · -·-

. ·-

___ , ___ ,--
189.000.000 Din~adaivSekretariat ···---

.... - · ·- --- t-
__ .. __ ----- - •-· 

- .. ......=J l 8!fooo.6oo!Q<o~e S~okeg.} - 1s11b.Kegiata1L.: ....•. :... .. --· t-

--- 1---- -- - -

_ - _1 __ - --11sfooo:000- 1(Kode Obyek) __ jBELANJA BAMNG DAN}ASA-

-~=1189.000.000 la<0tie~___11da11) - !Belanja Bah_an·~~ i Habis I --

189.000.000 

bu alt · I·_ 75.0_°.!!.._ 150.750.000 
lmn/1 75.000 38.250.000 

(Kode Sub riucia1r)IBelanja Tas atau Ransel 
Ra11sel Sosinlisasi M11seu111 . __ ,2010 buah _ 
Tas Belajar_Bers.a'!.'!! di 1',_fll.S_!U~'-' _ _?_10 ~al, - - - ---

--------
-- .. -- -------•· 

--,---1- ---1--- •- -·• - - - ---- ·- --

- ·- --- - .. - --, ~-·--·---------·- __ .,. - · - - --

--- ·-·-·-·-·- - -·- ... 1--. --- ,_ 

1- - - ---1-------

189.000.000 

189.000.000 
- ·•- I . --

--
189.000.000 ----

·189.000,000 I 

----~--

189.000.000 

75.000 l-1~.750.0~ 
75.000 38.250.000 - -~--

-- --
.. . ,-- . 

-· -----
__ _ J _ __ 

-~ I -- --l -------·---·-- -·~~~- 1--:-· --1---l===F--- -I -· -==--·1----= I 
I I ' --- l ;----- -------·---~-----· ------·- ---- •- .. -- ---------- - --- . - ----·---·-- ·--- --- -· --1 Kep,1, Ba<hn Pe"gelolu " Keo'"om O,>emh 

I Kabop,ten Bireoen \ 

I . 
I 

.. --------· 
I 

i 
I 
I 

000000 .. 0I O OI._.O.O • t• o oooOOHU•O•O -- ----
27 ~embina ................... ... .. ::::: .. :_ - ---·1 

NIP . ......... _. __ ............... ...... -.-- -----

~ 
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F. Format Lampiran Persetujuan Pergeseran Antar Obye k DaJam Jcnis B e lanj 

LAMPIRAN PERSETUJUJ\N REVIS! DPA-SKPK 
NOMOR 

TJ\NGGJ\L 

Jlarga 
. Tola) • Harg;a So tu.-in Tobi 

No. Kade Rckcning Ura,an sebclum pcrgcscran Jumlah Saluan Saluan Kodc Rckcning Ura ,an setelah pergc,;,,ra n Jum l.ah Satu.-.n 
. (Rp) (Rp) ·- - ·- - (Rpj (RpJ 

- - _ DinasjBada n/Sckretariat .. :: •. ~.~ -_----- ·- - 189.000.000 -· .• . DinasjBadan/Sekretadat -····-- --·· - - - - 189.000..000 

1 (Kodc Sub keg.) Sub.Kegia tatL... ......... 189.000.000 (Kode Sub keg.) Sub.Kegiatan............. 189.0QO.OO0 

(Kodc Obyck) BELANJA BARANG DAN JASA 189.000.000 (Kodc Obyck) BELANJA BARANG DAN JASA 189.000.000 

(Kodc ri11cia11) Belanja Bahan Pakai Habis , 189.000.000 (Kode ri11cit111) Belanja J asa Kantor 189.000.000 

- - · (Kodc Sub ri11ciar1 Belanja Pengadaan Vandeljl'lakat 189.000.000 (Kodc Sub ri11cia11 Belanja Jasa Pihak ketiga 189.000.000 
· Ra11se/ Sosialisasi M11se11111 2.010 b11al1 75.000 150.750.000 Uelmrjajasa pembuata1111askaf1 akadem "k 1 Paket 189.000.000 189.000.000 = --~ _- TasBclajarBcrsawcidi~11scum_ s10~-_b'!ttii~:1s:.ooo ~-~:2~0.000 .. ~------- ____ ~- ... • --·=- ~--==- -

··--·-- --- ----•- - -- .. ·-- . --· -· -
' --- -- --- - - ·------- --···- .. -·,-- - •- - ____ .._ --- ·-------•·------·- ··- - -- ----- - -
I - --- ---·- - -· -------- --· ---- - ·- - --------- ·-·---- - . -- - ---- . 

--- ----- - - ... --·----- -~~------ - . -- - .. -••· - - -------- _.., - -- -- - - -· -- --- -
---·--··-·-- - ----- -- ----·- - -·-- - ------ ----•--·- · -

- I 
-- 1--

----·· -L. 
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Sckretaris Daerah 
Kabupalcn Bireuen 

NfP. ··· ···-··· ···-·· ······· ··· ··········-
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